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ABSTRAK

FADHILAH KATSIR, 05 193 086, Jurusan llmu Politik, FISIP-UNAND Padang. Dengan
Judul Skripsi “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/TUU V2008
Tentang Suara Terbanvak Terhadap Jumlah Keterwakilan Percmpuan (Studi Kasus
Calon Anggota Legislatif Perempuan yang Kalah Jumlah Suara pada Pemilu 2009 di Kota
Payakumbuh). Sebagai Pembimbing I Dra. Sri Setyawati, MA dan Pembimbing [T Doni
Hendrik S,01I' M, Soc, Se. Skripsi ini terdiri dari 72 balaman, Undang-umdang seria
peraturan lainnya.

Dengan mengglobalnys lentutan terhadap  keterwakilan  perempuan,  maka
diberlakukanlah kuota 20%% untuk perempuan dalam UU Pemilu No. 10 Tahun 2008. Harapan
perempuan meningkat dengan adanya ketentuan tersebut. Karena dari 3 orang caleg harus ada
satu orang perempuan, sehingga hal tersebul diharapkan dapat meningkatkan jumlah perempuan
di legislatif, Namun, hal tersebut terbentur denpgan dikeluarkannya putusan ME Nomor 22-
24/PUL_VI2008 Tentang Suara Terbanyak yang artinya membatalkan pasal 214 UL Pemilu
Mo, [ Tahun 2008, Schingga disinyabr harapan peningkatan keterwakilan perempuan di
legislatif semakin tipis,

Masalah penelitian ini bagaimana dampak putesan ME Nomor 22-24/PUU V12008
tentang suara terbanyak terhadap jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kota Payakumbuh
pada Pemilu 20097

Penelitian im mengpunakan metode penelitian kualitatif deskriptit' dengan teknik studi
kasus dan kajian teoritis mengenai analisis kebijakan, keterwakilan perempuan, don affiermarive
i,

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak putusan MK tentang suara terbanyak
tidak berdampak nepatif' terhadap keterwakilan perempuan, karcna: pertama, sikap partai
terhadap ketentuan kuota 30% perempuan masih tetap diterapkan, terlihat daci DCT (Daftac
Calon Tetap), yang menerapkan zifpper system. Kedua, persepsi caleg perempuan yang menang
dan yang kalah perolehan suara tidak terpengaruh oleh putusan ME. Karena dengan suara
terbanyak, perolehan suara caleg tidak diakumulasikan ke caleg nomor urut satu, tetapi dimiliki
untuk dieinya sendiri. Keffen, dilihat dari jumlah peroleban suara caleg perempuan vang kalah
per masing-masing daerah pemilihan, ernyata keterwakilan perempuan tidak terpengareh cien
putusan ik, karena perolehan suara mereka tidak mencukupi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP),
Daik jika diniuang dengan sisterm suara terbanyak, maupun dengan sistem nomor .

Kata Kunci: Keterwakilan Perempuan, Aksi Afirmatif, Pemilu



BAR I
PENDAHULUAMN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keterwakilan perempuan telah diatur di dalam Konvensi Penpghapusan
Sepala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atan Comvention om the
Flimination aof All Forms of Discrimination Againsg Women (CEDAW). Negara-
negara peserta, termasuk Indonesia yang juga telah meratifikasi konvensi terscbul,
wajib mengambil langkah-langkah vang tepat untuk menghapus diskriminase
terhadap perempuan dalam kehidupan pehitik dan kehidupan kemasyarakatan.

Secara lebih khusus dengan pemmberian jaminan bagi perempuan dan atas
dasar persamaan dengan laki-laki vang diatur dalam pasal 7, dalam kehidupan
politik dan kemasyarakatan, perempuan memiliki hak scbagai benkutl yaitu hak:
{17 Untuk memilih dan dipilib, (2} Untuk berpartisipasi dalam perumusan
kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya, untuk memepang jabatan dalam

pemerintahan dan melaksanakan fungsi pemerintahan di semua tingkal, dan (3)

" Konvensi tentang Penghopusan Sepala Bentuk Diskrimins: erhadap Perempenn (Convention on
the Eliminatian of AN Forms of Discrimingtion Agofesd Women) adalab salaly salu perjanjian
infermasional tentane hak-hak manusia yang dierima oleh Majelis Umwn Perserikatan Banpsa-
Bangsa pada tangeeal 13 Desember 1979, Konvensi ini mengatur tentang kewajiban negara untuk
melekukan upava penghapuszan sepala bentuk diskriminasi fechadap perempuan dan perlindungen
terhadap hak-hak perempuan {politik, ekonomi. sosial budiya). Negarn [ndonesia meratifikasi
konvensi tersebut melalu legislasi Dewan Perwakilan Bakoyat pada 24 Juli 1984 menjadi LU Mo,
1984, dengan nereservasi Pasal 29 Ayae (1) CEDAW. Sebagal negara vang felah meratifikas
CLEDAW, Indonesia rerikar dengan Konvensi CEDAW dan berkewajiban melaksanakan pasal-
pasal CEDAMW melalui upaya-upava pro-aktif uniuk mewujudkan kesetaraan sender,



Untuk berpartisipasi dalam organisasi dan perkumpulan non-pemerintah yang
berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan pelitik negara.”

Masalah perempuan dan politik di [Indonesia terhimpun sedikitnya dalam
empat isu yaitu: (1) Keterwakilan perempuan yang sangat rendah di ruang pulblik,
(2) Komitmen partai politik (parpol) yang belum sensitif gesder sehingga kurang
memberikan akses yang memadai bagi kepentingan perempuan, (3) Kendala nilai-
nilai budaya dan interpretasi ajaran agama yang bias gender dan bias nilai-nilai
parriarki, dan (4) Minat/ hasrat! animo para perempuan untuk terjun dalam kancah
politik rendah.”

Rendahnya  keterwakilan perempuan dalam  ruang  publik  terutama
disehabkan oleh ketimpangan strukiuml dan sosiokultural masyarakat dalam
bentuk pembatasan, pembedaan, dan penpucilan yang dilakukan terhadap
perempuan secara terus-menerus, baik formal mavpun non-formal, baik dalam
lingkup publik mavpun lingkup privat (keluarga). D samping i, secara internal
rendahnyva keterwakilan perempuan dalam jabatan politik juga disebabkan tidak
banyak perempuan tertarik pada dunia politik disebabkan masyarakat masih
menganet pemilihan yang tepas antara ruang publik dan ruang domestik.”

Padahal, mengabaikan perempuan dalam pembuatan keputusan politik
sama artinya dengan meminggirkan mayoritas penduduk dan proses politik, Oleh
karena itw, perlu dibangun kesadaran bahwa dunia politik buken hanya menjadi

milik laki-laki dan bukan hanva merupakan ajang perebutan kekuasaan, tetapi

:"Tapi Omas Thromi  dkk, {20000, Pesphoeesan Diskeimingst Seefedap Waoia, Bandung:
!I-‘r:n:n:lu_ku Adummni, hlm 43

“Husda khatmtt [drus (20070, Pessingrva Keterwakifan Perempian o Legistanl, makalah | him
s
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juga mengandung misi memperjuangkan, melindungi dan menjamin hak-hak
masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.”

Mencermati fenomena atau kondisi empiris saat ind, isu keterwakilan
perempuan menjadi sangat penting karena dua hal. Pertama yailu tefab muncilnya
tuntutan keadsan yang sudah mengglobal tentang penyelengparaan nepara dan
pemerintahan  secara demokratis, waitu perlunya mengikutsertakan  seluruh
masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan dalam setiap tahap pembangunan
{vang dikenal dengan paradigma people center development), Yang Kedua yeilu
adanya masalah rendahnya kualitas hidup perempuan di berbagai bidang, vaitu
pendidikan, perekonomian, keschatan dan rendabnva akses terhadap informasi
dan teknologi.”

Lebih lanjut, ada alasan dan pendorong pentingnyva  keterwakilan
perempuan di parlemen adalah berdasarkan amanat konstitusi, yaitu:

. Pasal 27 tentang kedudukan Warga Negara, pasal 30 tentanp hak dan
kewajiban dalam mempertahankan negara, dalam UL 1945,

2. Undang-undang No. 10 Tabun 2008 tentang Pemilu;

3. Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partal Politik; dan

4. Undang-undang No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan
Sepala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

[M Indonesia, partisipasi perempean  dalam  kegiatan  pengambilan
keputusan pada tingkat nasional dan daerah dapat diukur dari dua indikator, yaitu:

{1} Ketkutserlaan perempuan sebagai anpgota Majelis Permusyawaratan rakyat

* [edrus, o it hlm |
* Ihid, him 4-3
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(MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPDY) dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRIDY), dan (2) Kebemdaan pereinpuan
dalam kabinet dan jajaran birokrasi sebagai penentu kebijakan dan pengambilan
lc-:l:I:nums:m.1

Keterwakilan perempuan tersebut antara lain dalam lembaga pengambilan
keputusan dan kebijakan. Hal itu sangat dibutuhkan, bukan hanya karena tuntutan
vanp sudah mengplobal untuk melaksanakan pemerintahan secara demokratis,
tetapi vang utama sekali kita dituntut untuk peduli denpgan masalah dan hal-hal
vang berkaitan dengan masyarakat. Apalagi melihat fenomena-fenomena sosial
yang dihadapi oleh masyarakat kita sasl ini. Keterlibatan dan keterwakilan
perempuan dalam dunia politik dan kebijakan publik merupakan svatu keharusan,
karena akses, kontrol, dan partisipasi perempuan dalam berbagai tingkatan
pembuatan dan pengambilan keputusan merupakan hak asasi manusia. Secara
demoprafis, kuantitas penduduk perempuan dan laki-laki hampir seimbang dan
hahkan di beberapa wilayah jumlah perempuan lebih tinggi dari laki-laki, tetapi
secara politis perempuan mepempati posisi minoritas. Kesemuanya seharusnya
memotivasi kita untuk ikut berpantisipasi dalam pl:n][lii-:.‘g

12 dalam ranah ilmu politik dikenal konsep affirmative action. Affirmative
action adalah hukum dan kebijakan vang dikenakan kepada kelompok tertentu

pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam  kasus-kasus tertentu  guna

T thicd, il |
Pt W @
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mencapai representasi vang lebih proporsional dalam berapam institusi dan
okupasi,”

Aflirmertive action merupakan diskriminasi posttif (positive discrimination)
atau langkah-langkah khusus yang dilakukan unfuk mempercepat tercapainya
keadilan dan kesetarsan. Salah satu sarana terpenting untuk menerapkannys
adalah hukum. Karcna jaminan pelaksanaannya harus ada dalam Konstitusi dan
Undang-Undang. '

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Angpota
DPR, DPD, dan DPRD (Undang-Undang Pemilu Legislatif) telah mengakomodasi
tindakan afirmatif bagl perempuan. [ antaranya melalw ketentuan vang

menyatakan dalam daftar calon legislatif minimal harus ada 30% persen

perempuan,’’

Selain itu, Undang-Undang Pemilu Legislatif juga mengenal sistem zipper
agar memudahkan perempuan tecpilibh menjadi anppota legislatif, Sistem ini
mewajibkan dalam setiap tiga orang bakal calon sekurang-kurangnya harus
terdapat satu perempuan. Tujuannya, agar perempuan bisa berada di nomor ‘jadi’,
bukan i nomor buntut. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-
Undang Pemilu Legislatif, '

[su tindakan alimmatif kembali menjadi pembicaraan hangat selelah
putusan Mahkamah Konstitusi (ME) atas Undanp-Uindang Pemilo Legislatif.

Pasal 214 huruf a sampai ¢ dalam Undang-Undang Pemilu Lepislatif soal

*Ida Rosdalina, {1999), Koo Penphapusan Segala Berik Dskrivinas] Terliadon Parermpuar,
Jakarma LSPP, hlm 4

n Thict
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penetapan caleg dengan sistem nomor urut dinvatakan bertentangan dengan UUD
1943 dan karepanva tidak mempunyal kekuatan hukum mengikat, Akibatnya,
Pemilu 2009 harus menggunakan sistem suara terbanyak.

Dialam pelaksanaan Pemiliban Umum (Pemilu) di Indonesia, perempuan
masih belum beruntung. Hal ini terlibat dari rendabnya keterwakilan perempuan
di lembaga legislatif. Padahal pemilu langsung telah dilaksanakan. [an hambatan
itu bertambah dengan pencabutan Pasal 214 buruf a sampal ¢ dalam Undang-
Undang Pemilu Legislatif, yang diganti dengan pemilihan berdasarkan suara
terbanvak.

Meski pemile bukanlah keseluruhan dari makna demokrasi, tetapt ia
merupakan bagian dari demokrasi e sendin, yako dilaksanakan alas dasar
kesamaan dalam hal peluang, kemungkiman-kemungkinan, dan penggunaan
berbagai sarana.

Berikut ini pambaran keterwakilan perempuan di DPE sejak Pemilu

pertama tahun 1935 sampai 2004

Tahel 1.1 Data Keterwakilan Perempuan di DPE Hasil Pemilu 1955-2004

Mo | Pemilu Fercmpoan FPerrseniase Laki-laki Persentasc
1 1935 7 6.3 255 03.7

2 L7l 36 7.8 424 h2.2

3 1977 29 6.3 431 037

4 982 i9 B3 421 1.5

- 1987 05 13 ns &7

(1] LRgZ % 12.5 415 B7.5

7 99T el 108 44 £9.2

3 9G4 45 ] 435 a1

49 2004 57 11 403 B4

Sumber: CETRC 2004

Ppgubammed Abed Al-Jabiri (EOGAY, Spoeg, Troaded Pornbplfordas, Cosversalitas, Yooyakaria:
LKkis, him 7
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BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dengan adanya kuota 30% bagl perempuan pada UL Pemilu Mo.10 Tahun
2008, memberikan peluang bagt perempuan untuk memngkatkan keterwakilannya
di legislatif, Karena dari 3 orang bakal caleg masing-masing parpol, harus ada
satu orang perempian. Dengan adanya hal ini, dibarapkan terjadinya peningkatan
jumlah keterwakilan perempuan di legislatif, apar dapat menyuarakan aspirasi
masyarakat, khususnya kaum perempuan yang sclama ini masih belum
memperlihatkan hasil yang bagus.

Namun, kemunculan Putusan MK tentang suara terbanvak, menuai banyak
protes dari kalangan perempuan yang telah memiliki harapan tinggi dengan
adanva kuota 30%. Karena dengan Putusan MK terscbut, maka disinyalir dan
diperkirakan peluang keterwakilan perempuan dengan kuota 30% dihapuskan,
sehingga perempuan harus bersaing dengan laki-laki tanpa adanya jaminan.

Tetapi, jika dikaji lebih lanjut dan dikaitkan dengan kiprah perempuan
sendiri di masvarakal, putusan ME justru fidak berdampak nepatif, karena
perempuan yang aktil dan memiliki soara yang banyvak dan tidak memperoleh
nomor urul keeil tidak perlu memberikan suara kepada caleg nomor urat satu
scbagaimana ketentuan UL Pemilu MNo. 10 tahun 2008, Jadi dengan suars
terbanvak, suara vang diperoleh perempuan tetap akan dimiliki untuk dirinyva

sendird.
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